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ABSTRAK 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan hak 

konsumen kredit untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih dahulu, yang menjadi 

penting di tengah banyaknya sengketa yang muncul dalam hubungan hukum antara 

konsumen dan lembaga perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Untuk Undang-

Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberikan landasan hukum terkait perjanjian 

kredit. Meski demikian, banyak konsumen yang masih belum sepenuhnya 

memahami hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih 

awal, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak bank dalam 

perjanjian tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perbankan dan 

perkreditan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen untuk mengidentifikasi dan 

menjelaskan hak-hak konsumen dalam mengakhiri perjanjian kredit lebih awal, 

serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsumen memiliki hak 

untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih awal, implementasi hak tersebut sering 

kali terhambat oleh ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

perlindungan konsumen. Beberapa ketentuan yang tidak jelas atau tidak sesuai 

dengan praktik yang adil sering menjadi hambatan bagi konsumen untuk 

mengoptimalkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam 

regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen, serta 

peningkatan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam perjanjian 

kredit. 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembiayaan, Nasabah, Perjanjian Kredit. 
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ABSTRACT 

The background of this study is concerned with the rights of credit 

consumers to terminate their credit agreements early, which has become 

increasingly important due to the numerous disputes arising in the legal 

relationship between consumers and banking institutions. Law No. 7 of 1992 

concerning Banking, as amended by Law No. 10 of 1998 on National Credit, 

provides the legal foundation for credit agreements. However, many consumers still 

lack a full understanding of their rights, including the right to terminate credit 

agreements early, as well as the provisions that must be complied with by the banks 

in such agreements. 

The research method employed in this study is a normative approach, 

utilizing a literature study. This study examines various applicable regulations 

related to banking and credit, as well as relevant court decisions. Additionally, the 

research uses document analysis to identify and explain the rights of consumers in 

terminating credit agreements early and the obligations banks must fulfill in 

accordance with the prevailing laws. 

The research findings indicate that although consumers have the right to 

terminate their credit agreements early, the implementation of this right is often 

hindered by provisions that do not align with consumer protection principles. Some 

unclear or unfair provisions often obstruct consumers from fully exercising their 

rights. Therefore, improvements in regulations are needed to provide better 

protection for consumers, along with enhanced consumer understanding of their 

rights in credit agreements. 

Keywords: Consumer Protection, Financing, Customers, Credit Agreements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pancasila dan UUD RI 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi 

nasional berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu 

tujuan dari pembangunan ekonomi nasional tersebut yaitu untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.1 Dewasa ini tidak cukup bagi 

perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan 

tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru dibidang bisnis yaitu, pembangunan 

yang berkelanjutan (suistanable development) maksudnya adalah suatu upaya 

untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan 

kesempatan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya.2  

Salah satu akad yang diterapkan dalam skim pembiayaan di bank syariah 

adalah melalui akad murabahah. Murabahah sendiri merupakan sebuah konsep 

yang didapatkan melalui mekanisme jual beli komoditas melalui tambahan 

margin sebagai keuntungan yang telah disepakati dengan pihak bank selaku 

penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam perjanjian ini, bank membiayai 

pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang 

 
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta, 

PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 25. 
2 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hLM.133 
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dari pemasok, kemudian menjualnya dengan harga ditambah keuntungan 

penjualan barang kepada nasabah yang dilakukan atas dasar cost-plus profit.3 

Perjanjian kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam 

perekonomian, baik bagi individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan. 

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan terkait hak-hak 

konsumen kredit yang merasa dirugikan atau terjebak dalam perjanjian kredit 

yang tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, hak konsumen kredit untuk 

mengakhiri perjanjian kredit terlebih dahulu (early termination) perlu diatur 

dengan jelas agar tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan 

lembaga keuangan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 

tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki 

perlindungan hukum yang memadai dalam setiap transaksi kredit. Perlindungan 

terhadap hak konsumen kredit mencakup hak untuk mengakhiri perjanjian kredit 

yang dilakukan sebelumnya, dengan mekanisme yang jelas dan transparan. 

Mengingat bahwa pengaturan yang tidak memadai terhadap hak konsumen bisa 

menimbulkan ketidakadilan, maka hal ini menjadi isu yang perlu diperhatikan 

dalam regulasi yang ada. 

 
3 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 95. 
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Sebagai bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip 

keadilan, maka penegakan hak konsumen kredit ini penting untuk memberikan 

perlindungan hukum yang seimbang dan melindungi hak-hak dasar konsumen 

dalam dunia perbankan. 

Landasan filosofis yang mendasari pengaturan hak konsumen kredit ini 

dapat ditemukan dalam Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu "Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga 

negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil, tidak 

terkecuali konsumen yang terlibat dalam perjanjian kredit dengan lembaga 

keuangan. Oleh karena itu, negara perlu melindungi hak-hak konsumen kredit, 

salah satunya adalah hak untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sah dan adil. 

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

juga mengamanatkan bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia, 

termasuk dalam konteks hubungan ekonomi dan keuangan.4 Dalam Pasal 33 ayat 

(1) UUD 1945, disebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Ini berarti bahwa setiap transaksi 

ekonomi, termasuk perjanjian kredit, harus dilaksanakan dengan prinsip saling 

menguntungkan dan mengedepankan kepentingan bersama, di mana hak 

konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit menjadi salah satu instrumen 

dalam mewujudkan keadilan dalam dunia perbankan. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-

Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

 
4 Pancasila, Sila ke-5. 



 
 
 

4 
 
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang 

Perbankan memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan untuk 

memberikan kredit kepada masyarakat dan mengatur hak dan kewajiban antara 

bank dan debitur. Sebagai bagian dari peraturan yang lebih luas, undang-undang 

ini juga mengatur hak konsumen kredit, termasuk hak untuk mengakhiri 

perjanjian kredit, baik secara sepihak atau melalui negosiasi bersama lembaga 

keuangan.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam 

berbagai transaksi, termasuk dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan. 

Salah satu aspek penting adalah memberikan hak kepada konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap serta hak untuk membatalkan 

perjanjian kredit dalam kondisi tertentu yang merugikan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan perlindungan 

konsumen. OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia 

juga memiliki peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam 

perjanjian kredit. Salah satunya adalah ketentuan mengenai transparansi 

informasi dan kewajiban lembaga keuangan untuk menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa. 

Dari perspektif sosiologis, permasalahan hak konsumen kredit dapat dilihat 

dari kenyataan bahwa banyak konsumen yang kurang memahami isi dari 

perjanjian kredit yang mereka tandatangani. Masyarakat umumnya tidak 

memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam 
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perjanjian kredit, yang berisiko mengarah pada penyalahgunaan posisi oleh 

pihak lembaga keuangan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pengaturan 

perjanjian kredit sering kali menyebabkan konsumen terjebak dalam kondisi 

hutang yang sulit dilunasi. 

Di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan, dengan tujuan profitabilitas, 

terkadang memberikan syarat yang memberatkan konsumen, terutama dalam hal 

denda atau bunga yang tidak transparan. Dalam konteks ini, perlindungan hak 

konsumen kredit menjadi sangat penting, karena keberadaan hak untuk 

mengakhiri perjanjian kredit dengan cara yang sah dan wajar akan membantu 

menciptakan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Hal ini juga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan 

meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. 

Perkembangan industri perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia 

semakin pesat. Kredit, sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem 

keuangan, memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. 

Kredit memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh dana 

untuk berbagai keperluan, mulai dari konsumsi hingga investasi. Namun, seiring 

dengan meningkatnya transaksi kredit, masalah yang terkait dengan hak dan 

kewajiban konsumen dalam perjanjian kredit juga muncul. Salah satunya adalah 

hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih dahulu, yang diatur 

dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 
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tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan. 

Hak konsumen dalam hal ini adalah kemampuan untuk membatalkan atau 

mengakhiri perjanjian kredit sebelum jangka waktunya berakhir, yang sering 

kali terkait dengan masalah kemampuan membayar, perubahan kondisi 

ekonomi, atau ketidakpuasan terhadap pelayanan. Meskipun konsumen 

memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian, prosedur dan konsekuensi yang 

timbul dari pengakhiran tersebut diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-

undangan guna melindungi kedua belah pihak, baik konsumen maupun lembaga 

pemberi kredit. 

Masalah yang sering muncul adalah ketidaktahuan atau pemahaman yang 

terbatas dari konsumen mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian kredit, serta 

prosedur dan dampak hukum dari pengakhiran perjanjian tersebut. Selain itu, 

seringkali ada ketidakseimbangan antara pihak bank yang memiliki kekuatan 

dan sumber daya lebih besar dan konsumen yang cenderung berada dalam posisi 

lebih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai hak-

hak konsumen dalam mengakhiri perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang 

yang berlaku. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat 

beberapa ketentuan yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengakhiri 

perjanjian kredit. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut memberikan 

pedoman bagi konsumen dan bank dalam hal pembatalan atau pengakhiran 
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perjanjian kredit yang mana perbankan memberi kesempatan bagi debitur untuk 

mengajukan pelunasan kredit lebih awal dengan ketentuan yang wajar. 

"Pasal 8 (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 

dengan yang diperjanjikan. 

Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat 

ketentuan yang memberikan ruang bagi debitur untuk melunasi kredit lebih cepat 

dari jangka waktu yang disepakati, meskipun terdapat denda atau biaya 

administrasi yang harus dibayar. Hal ini memberi konsumen hak untuk 

mengakhiri hubungan kredit lebih awal jika mereka memiliki kemampuan 

finansial untuk melunasi pinjaman tersebut. 

Namun, peraturan ini juga melindungi bank dengan memberi mereka hak 

untuk mengenakan penalti atau denda jika perjanjian kredit diakhiri sebelum 

waktunya. Meskipun demikian, prosedur untuk pengakhiran perjanjian kredit 

tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak merugikan 

salah satu pihak. 

Kasus Pengakhiran Kredit oleh Konsumen di Bank BRI (2023) 

Pada tahun 2023, seorang nasabah Bank BRI mengajukan pengakhiran kredit 

lebih awal atas pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang diajukan beberapa 

tahun sebelumnya. Konsumen tersebut mengalami kesulitan keuangan setelah 

pandemi COVID-19 dan ingin segera melunasi pinjamannya. Bank BRI 
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menerima permintaan nasabah untuk melunasi lebih cepat, meskipun ada denda 

yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian kredit. 

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun konsumen memiliki hak untuk 

mengakhiri perjanjian kredit, prosedur dan pembayaran penalti harus dipatuhi.5 

Kasus Pengakhiran Kredit oleh Konsumen di Bank Mandiri (2025) 

Seorang debitur yang mengajukan kredit kendaraan di Bank Mandiri pada tahun 

2022 mengajukan permintaan untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih awal 

pada awal 2025. Dalam kasus ini, debitur merasa tidak mampu lagi untuk 

melanjutkan pembayaran cicilan karena perubahan situasi pekerjaan dan 

penghasilan. Bank Mandiri menyetujui permintaan tersebut setelah melalui 

prosedur yang sesuai, termasuk penyelesaian denda administrasi. Kasus ini 

mengilustrasikan bagaimana hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih dahulu dapat diakses dalam kondisi tertentu, dengan konsekuensi 

pembayaran penalti.6 

Meskipun hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih dahulu 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998, 

penting bagi konsumen untuk memahami ketentuan yang berlaku agar tidak 

merugikan diri mereka sendiri. Pihak bank juga harus memastikan bahwa 

prosedur pengakhiran kredit berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta 

tetap menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan lembaga 

pemberi kredit. 

 
5 "Bank BRI Setujui Pengakhiran Kredit Lebih Awal oleh Nasabah", Jakarta Post, 2023. 
6 "Nasabah Bank Mandiri Mengakhiri Kredit Kendaraan Lebih Cepat", Kompas, 2024. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “ANALISIS HAK KONSUMEN KREDIT UNTUK 

MENGAKHIRI PERJANJIAN KREDIT TERLEBIH DAHULU”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Proses dan aturan pemberian oleh pihak bank terhadap Hak 

Konsumen Kredit Untuk Mengakhiri Perjanjian Kredit tepat waktu atau 

lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan para pihak? 

2. Bagaimanakah Analisis hukum mengenai Kepastian hukum bagi nasabah 

yang melakukan pelunasan Kredit Terlebih Dahulu di implementasikan 

dengan ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan jo undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perkreditan Nasional? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Proses dan aturan pemberian oleh pihak 

bank terhadap Hak Konsumen Kredit Untuk Mengakhiri Perjanjian Kredit 

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan para pihak. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Analisis hukum mengenai Kepastian 

hukum bagi nasabah yang melakukan pelunasan Kredit Terlebih Dahulu di 
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implementasikan dengan ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan jo undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perkreditan Nasional. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan 

pengetahuan ilmu hukum, khusunya bagi masyarakat agar memberikan 

informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan ANALISIS HAK 

KONSUMEN KREDIT UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN KREDIT 

TERLEBIH DAHULU. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan 

kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi 

hukum dan atau pihak – pihak terkait. 

E. Kerangka Konseptual  

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan 

menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan 

cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.7 

dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar 

 
7 Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307. 
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sebagai suatu penelitian.8 Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

1. HAK 

Hak adalah klaim yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain 

atau masyarakat, yang didasarkan pada norma hukum dan sosial. Hak ini 

mengandung aspek tanggung jawab dan kewajiban dari pihak lain untuk 

menghormati klaim tersebut9 

2. KONSUMEN 

Menurut Swastha dan Handoko, konsumen adalah individu atau 

organisasi yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk 

kepentingan pribadi atau kebutuhan kelompoknya. Mereka menekankan 

bahwa konsumsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat 

kolektif dalam lingkup keluarga atau organisasi.10 

3. KREDIT 

Sunaryo mendefinisikan kredit sebagai suatu penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

 
8 Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7. 
9 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. (1983). 
10 Basu Swastha & Hani Handoko, Manajemen Pemasaran (BPFE UGM, 2000). 
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kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

menerima kredit untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran bunga.11  

 

 

4. PERJANJIAN 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal yang bersifat hukum. Perjanjian ini melahirkan 

hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya, yang berisi hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.12 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum mengacu pada konsep yang menjamin bahwa 

setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya 

melalui hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dimaknai 

sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan 

 
11 Sunaryo, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. 
12 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 1. 
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sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun pihak lain. Hadjon membagi 

perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama:13 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak 

dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan 

keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintahan dibuat. Contoh 

konkret adalah hak untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran 

hak yang sudah terjadi melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan 

maupun lembaga lain yang berwenang. Misalnya, pengajuan gugatan ke 

pengadilan jika terjadi pelanggaran kontrak atau penyalahgunaan 

wewenang oleh aparat negara. 

Unsur-Unsur Perlindungan Hukum 

Ada beberapa unsur penting yang menjadi landasan perlindungan hukum: 

a. Pengakuan dan Jaminan Hak → Negara mengakui dan menjamin hak-

hak warga negara melalui konstitusi dan hukum positif. 

 
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Peradaban, 
1987). 
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b. Kepastian Hukum → Hukum harus jelas, tidak bias, dan diterapkan secara 

konsisten agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. 

c. Keadilan → Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, 

memberikan hak yang setara bagi semua individu. 

d. Proses Hukum yang Transparan → Proses hukum harus terbuka, dapat 

diawasi, dan melibatkan mekanisme pengawasan yang memadai untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

 

Teori-Teori Pendukung Perlindungan Hukum 

Beberapa teori hukum yang memperkuat konsep perlindungan hukum antara lain: 

a. Teori Hukum Alam (Natural Law) → Hak-hak dasar manusia bersifat 

alamiah dan harus dilindungi oleh hukum positif. Pemikir seperti John 

Locke dan Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum harus sesuai 

dengan prinsip moral dan keadilan universal. 

b. Teori Rechtsstaat → Negara hukum harus melindungi hak-hak individu 

melalui supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan negara. 

c. Teori Keseimbangan → Menurut teori ini, perlindungan hukum harus 

mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 

umum.14 

 
14 John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 
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Implementasi Perlindungan Hukum di Indonesia 

Di Indonesia, perlindungan hukum dijamin melalui berbagai instrumen 

hukum, seperti: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 → Pasal 28 mengatur hak asasi manusia dan 

jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. 

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia → Mengatur secara 

rinci hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme perlindungannya. 

c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) → Sebagai lembaga yang berperan 

memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap kebijakan 

pemerintah yang merugikan. 

Teori perlindungan hukum menjadi pilar penting dalam menjaga hak-hak 

individu dan menegakkan keadilan. Melalui perlindungan hukum preventif dan 

represif, masyarakat memiliki alat untuk melawan tindakan sewenang-wenang, 

sementara negara berkewajiban menciptakan sistem hukum yang adil dan 

berkeadilan. 

2. Teori Keadilan 

a. Teori Keadilan Menurut Notohamidjojo 

Notohamidjojo memandang keadilan sebagai suatu nilai yang harus 

mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memperhatikan 

aspek moral dan religius. Menurutnya, keadilan tidak hanya bersifat legal-

formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keutamaan 
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hidup bersama. Ia mengaitkan keadilan dengan hukum yang bersifat dinamis, 

yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai etika yang 

hidup di dalamnya.15 

b. Teori Keadilan Pancasila Menurut Soetandyo Wignjosoebroto 

 

Soetandyo mengaitkan keadilan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila 

ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, keadilan 

tidak hanya berarti keadilan individual, tetapi juga harus mencakup keadilan 

sosial yang memperhatikan aspek pemerataan, kesejahteraan, dan perlindungan 

terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, keadilan hukum 

harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya prosedural.16 

c. Teori Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo 

Satjipto Rahardjo mengembangkan pemikiran hukum progresif, yang 

menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan 

sosial. Ia mengkritik pendekatan positivisme hukum yang hanya berpegang pada 

teks undang-undang, tanpa memperhatikan konteks sosial masyarakat. Satjipto 

berpendapat bahwa hakim dan penegak hukum harus berani melakukan 

terobosan hukum demi mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.17 

 
15 Notohamidjojo, Makna Keadilan dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1983 
16 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: 
ELSAM, 2002. 
17 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2009. 
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d. Teori Keadilan Menurut Mochtar Kusumaatmadja 

Mochtar Kusumaatmadja melihat keadilan sebagai bagian integral dari 

fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurutnya, hukum tidak 

hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk 

mencapai keadilan yang kontekstual dengan perkembangan masyarakat. Ia 

menekankan bahwa keadilan harus bersifat adaptif dan mampu mengakomodasi 

perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi seiring waktu.18 

e. Teori Keadilan dalam Konteks Adat dan Hukum Nasional 

Beberapa ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan B. Ter Haar, 

menekankan pentingnya keadilan komunal dalam masyarakat Indonesia. Mereka 

berpendapat bahwa hukum adat mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat 

kolektif, di mana keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat lebih 

diutamakan daripada sekadar penegakan aturan formal. Ini relevan dalam 

konteks pluralitas hukum di Indonesia, di mana keadilan harus dapat 

mengakomodasi keberagaman budaya hukum yang ada. 

G. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Juridis 

- Normatif, yang menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hak konsumen kredit 

 
18 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Nasional, Bandung: Alumni, 
2000. 
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dalam perjanjian kredit. Pendekatan ini akan mengkaji norma hukum yang 

terkandung dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan, UU No. 10/1998 tentang 

Perkreditan Nasional, serta praktik penerapan aturan hukum tersebut dalam 

konteks hubungan antara konsumen kredit dan lembaga perbankan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai hak-hak 

konsumen kredit dalam mengakhiri perjanjian kredit, serta menganalisis 

mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Fokus penelitian adalah pada hak konsumen untuk melunasi kredit lebih awal 

dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: 

a. Bahan hukum primer:  

1. Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

b. Bahan hukum sekunder: Dokumen dan literatur yang membahas teori 

hukum perbankan, hak-hak konsumen dalam perjanjian kredit, serta 

jurnal atau artikel yang relevan. 
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c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan 

referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum yang 

relevan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau 

literature review, yaitu dengan mengkaji dokumen hukum dan literatur yang 

relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hak 

konsumen kredit dalam mengakhiri perjanjian kredit. Selain itu, wawancara 

dengan praktisi hukum atau pihak terkait juga bisa digunakan untuk menggali 

informasi praktis tentang penerapan aturan ini dalam kasus nyata. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan 

pendekatan interpretatif, yaitu mengolah data yang terkumpul untuk menarik 

kesimpulan mengenai pengaturan hak konsumen dalam perjanjian kredit. Data 

akan dianalisis berdasarkan tafsiran terhadap teks undang-undang yang relevan, 

serta perbandingan dengan praktik hukum yang berlaku di lapangan. Hasil 

analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai perlu tidaknya 

perubahan atau penyempurnaan dalam regulasi yang ada. 

H. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka 

Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai Perlindungan Konsumen, tinjuan umum 

tentang Pembiyaan, tinjauan umum tentang Nasabah, tinjauan umum tentang 

Perjanjian Kredit, dan tinjauan umum tentang Perbankan, tinjauan hukum 

pinjaman dan pelunasan Menurut Hukum Islam. 

 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh 

penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu 

Analisis hukum mengenai Kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan 

pelunasan Kredit Terlebih Dahulu di implementasikan dengan ketentuan 

undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo undang-undang 

Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Proses dan 

aturan pemberian oleh pihak bank terhadap Hak Konsumen Kredit Untuk 

Mengakhiri Perjanjian Kredit  tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 

telah ditentukan para pihak. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang 

akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada 
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Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas 

permasalahan yang sama secara mendalam.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang HAK 

1. Pengertian HAK 

Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai 

anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat mendasar, 

sehingga harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. 

Hak mencakup kebebasan, kewenangan, dan klaim yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu yang dilindungi oleh hukum dan norma sosial. Secara 

etimologis, kata "hak" berasal dari bahasa Arab "haqq" yang berarti kebenaran 

atau sesuatu yang tetap. Dalam bahasa Latin, hak disebut "ius", yang menjadi 

akar kata dari hukum (ius atau juris). Konsep ini menunjukkan bahwa hak 

adalah sesuatu yang benar dan melekat secara alami pada manusia. 

2. Hak sebagai Konsep Filosofis 

Dalam filsafat, hak sering dikaitkan dengan keadilan dan martabat manusia. 

Filsuf seperti John Locke menyatakan bahwa manusia memiliki hak alamiah, 

seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang tidak dapat dicabut oleh 

otoritas manapun. Konsep ini menjadi fondasi utama bagi perkembangan 

pemikiran hak asasi manusia. 

3. Jenis-jenis Hak 

Hak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain: 
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a. Hak Asasi Manusia (HAM): Hak yang melekat pada setiap individu 

sejak lahir, misalnya hak hidup dan hak berpendapat. 

b. Hak Legal: Hak yang diberikan dan diatur oleh hukum positif suatu 

negara, misalnya hak waris atau hak pilih. 

c. Hak Moral: Hak yang didasarkan pada nilai moral dan etika, misalnya 

hak untuk diperlakukan dengan hormat. 

d. Hak Khusus dan Umum: Hak khusus berlaku untuk individu atau 

kelompok tertentu, sedangkan hak umum berlaku secara universal. 

Hak selalu beriringan dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang boleh 

dituntut, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. 

Misalnya, hak atas pendidikan mengandung kewajiban negara untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi warga negara. 

Hak individu melindungi kebebasan personal, sedangkan hak kolektif 

melindungi kepentingan bersama, misalnya hak masyarakat adat atas tanah 

ulayat. Kedua bentuk hak ini saling melengkapi dan menjadi bagian penting 

dalam harmoni sosial. Hak menjadi pondasi penting dalam sistem politik dan 

sosial. Dalam negara demokrasi, hak-hak warga negara, seperti hak bersuara dan 

hak berkumpul, menjadi elemen vital yang menjamin partisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan publik. 

Hak berperan sebagai tolok ukur keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa 

keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsi yang 

seharusnya. Hak memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan 

yang layak dan tidak didiskriminasi. Dalam hukum, hak diartikan sebagai 
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kekuasaan atau wewenang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk 

bertindak atau tidak bertindak. Misalnya, hak kepemilikan tanah yang dilindungi 

oleh Undang-Undang Agraria. 

Hak subjektif adalah hak yang melekat pada individu, sedangkan hak 

objektif adalah norma atau aturan yang mengatur hak-hak tersebut. Contohnya, 

hak pribadi atas kebebasan berpendapat (hak subjektif) dijamin oleh konstitusi 

(hak objektif). Konsep hak telah berkembang seiring waktu, dari Piagam Magna 

Carta (1215) yang membatasi kekuasaan raja, hingga Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (1948) yang menetapkan standar global tentang hak-hak dasar 

manusia.19 

Di Indonesia, hak-hak warga negara dijamin dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, khususnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A–

28J mengatur berbagai hak fundamental yang wajib dilindungi negara. Hak 

harus berlaku universal tanpa diskriminasi. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan 

bahwa hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak beragama adalah 

hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip keadilan sosial 

menuntut agar hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa 

kesenjangan. 

Hak tidak hanya bersifat sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak 

ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya adalah hak atas pekerjaan yang layak, 

hak atas jaminan sosial, dan hak untuk mengembangkan budaya sendiri. Negara 

 
19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang telah diadopsi dalam berbagai peraturan nasional. 
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memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak 

warga negara. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban ini dapat 

mengakibatkan pelanggaran hak asasi yang serius. 

Selain negara, masyarakat juga berperan dalam menjaga hak. Solidaritas 

sosial dan budaya gotong royong menjadi elemen penting dalam memastikan 

hak-hak kolektif tetap terjaga. Hak bersifat lintas batas negara. Berbagai 

instrumen internasional, seperti ICCPR dan ICESCR, mengatur hak-hak dasar 

yang wajib dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasinya. Meski telah 

banyak regulasi, tantangan penegakan hak masih ada, mulai dari pelanggaran 

HAM, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga konflik kepentingan antara 

hak individu dan hak kolektif. 

4. Dasar Hukum Hak di Indonesia 

Hak-hak warga negara diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain: 

1. UUD 1945 (Pasal 28A-28J) 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

4. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang telah diadopsi dalam berbagai 

peraturan nasional. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 

1. Pengertian Konsumen Menurut Para Ahli 

Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli, menggunakan, 

atau mengonsumsi barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya. Mereka adalah elemen penting dalam siklus ekonomi, karena 

keputusan konsumsi mereka memengaruhi permintaan pasar dan kebijakan 

bisnis. 

Menurut Philip Kotler, konsumen adalah individu atau rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sementara itu, menurut 

Sumantoro, konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk 

kepentingan sendiri, bukan untuk dijual kembali.20 

Konsumen memiliki karakteristik tertentu, seperti rasionalitas dalam 

pengambilan keputusan, kebutuhan yang beragam, dan kecenderungan 

dipengaruhi faktor psikologis, sosial, serta budaya. 

2. Jenis-Jenis Konsumen 

Konsumen dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Konsumen Akhir: Menggunakan produk untuk kepentingan pribadi. 

b. Konsumen Industri: Menggunakan produk sebagai bahan baku 

produksi lebih lanjut. 

 
20 Philip Kotler, Marketing Management, edisi ke-14, Pearson, 2012. 
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3. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam hukum perlindungan konsumen, hak-hak konsumen meliputi hak 

atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, dan kompensasi atas 

kerugian. Sementara kewajiban konsumen termasuk mengikuti petunjuk 

penggunaan barang dan membayar sesuai kesepakatan. 

Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding 

pelaku usaha karena keterbatasan informasi dan daya tawar yang rendah. 

Perlindungan hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak 

konsumen dan kepentingan bisnis. 

Konsumen rentan terhadap berbagai risiko, seperti produk cacat, iklan 

menyesatkan, atau praktik penjualan yang tidak etis. Risiko ini menuntut adanya 

regulasi yang tegas untuk melindungi mereka. 

Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan standar kualitas 

barang/jasa, mengawasi praktik bisnis, dan menyediakan sarana penyelesaian 

sengketa konsumen. 

Di Indonesia, terdapat lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang 

berperan mengadvokasi hak-hak konsumen.21 

4. Dasar Hukum Konsumen 

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU 

 
21 Profil dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kementerian Perdagangan RI. 
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ini mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa. 

UUPK berlandaskan prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, 

keamanan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan 

hubungan sehat antara konsumen dan produsen. 

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat 

produk cacat atau layanan yang merugikan. Mereka juga harus memberikan 

informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. 

UUPK mengatur sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelaku 

usaha yang melanggar hak konsumen, misalnya denda atau pencabutan izin 

usaha. 

Teori ini menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan 

pembelian berdasarkan faktor internal (motivasi, persepsi) dan eksternal 

(budaya, sosial). Pemahaman ini penting bagi pelaku usaha untuk merancang 

strategi pemasaran yang tepat. 

Dalam ekonomi, teori utilitas menyatakan bahwa konsumen bertujuan 

memaksimalkan kepuasan (utility) dari konsumsi barang/jasa. Ini menjelaskan 

mengapa konsumen cenderung memilih produk yang memberikan manfaat 

paling besar. 

Model ini menggambarkan tahapan konsumen dalam mengambil 

keputusan, meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca-pembelian. 
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Perlindungan konsumen mulai mendapat perhatian serius sejak era 

reformasi, dengan disahkannya UUPK pada tahun 1999. Sebelumnya, hak 

konsumen sering terabaikan karena minimnya regulasi yang memihak mereka. 

Meski sudah ada regulasi, implementasi di lapangan masih menghadapi 

kendala, seperti kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat dan 

keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan konsumen. 

Konsumen harus proaktif dalam memperjuangkan haknya, misalnya 

dengan melaporkan pelanggaran ke otoritas terkait atau menggugat pelaku usaha 

secara hukum jika mengalami kerugian. 

Konsumen adalah elemen kunci dalam perekonomian yang perlu dilindungi 

agar terhindar dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan adanya UUPK dan 

lembaga perlindungan konsumen, harapannya adalah tercipta ekosistem 

perdagangan yang adil dan sehat, di mana hak dan kewajiban konsumen maupun 

pelaku usaha sama-sama dihargai. 

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit 

 

1. Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Latin credere, yang berarti "percaya". Dalam 

konteks keuangan, kredit merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

disamakan dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara pemberi kredit 

(kreditur) dan penerima kredit (debitur), di mana debitur berkewajiban 

mengembalikan sejumlah uang tersebut beserta bunga dalam jangka waktu 
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tertentu1. Menurut Kasmir (2014), kredit adalah suatu fasilitas pinjaman yang 

diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau badan usaha dengan 

perjanjian pengembalian pokok pinjaman dan bunga dalam waktu tertentu2. 

Sementara itu, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa kredit adalah prestasi 

yang diberikan sekarang dan akan dibayar di masa depan dengan atau tanpa 

bunga3. 

Unsur-Unsur Kredit yaitu : 

a. Kepercayaan: Pemberi kredit yakin bahwa debitur akan 

mengembalikan pinjaman. 

b. Kesepakatan: Ada perjanjian tertulis yang mengatur hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. 

c. Jangka Waktu: Kredit memiliki tenggat waktu pengembalian.] 

d. Risiko: Ada kemungkinan debitur gagal membayar. 

e. Balas Jasa: Biasanya berupa bunga sebagai keuntungan bagi 

kreditur4.22 

2.  Fungsi Kredit dalam Perekonomian 

Kredit berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena 

membantu memperlancar peredaran uang, meningkatkan daya beli masyarakat, 

serta mempermudah pendanaan usaha. Dengan adanya kredit, sektor riil dapat 

 
22 Sutarno. (2015). Aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti 
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berkembang lebih cepat[^5^]. Kredit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis, di antaranya: 

a. Berdasarkan Tujuan: Kredit konsumtif, produktif, dan komersial. 

b. Berdasarkan Jaminan: Kredit dengan agunan (secured loan) dan 

tanpa agunan (unsecured loan). 

c. Berdasarkan Jangka Waktu: Kredit jangka pendek, menengah, dan 

panjang[^6^].23 

Proses pengajuan kredit meliputi beberapa tahap: 

a. Pengajuan Permohonan: Debitur mengajukan permintaan kredit. 

b. Analisis Kredit: Kreditur mengevaluasi kemampuan debitur 

membayar utang (creditworthiness). 

c. Keputusan Kredit: Kreditur memutuskan menyetujui atau menolak 

permohonan. 

d. Penandatanganan Perjanjian: Jika disetujui, kedua pihak 

menandatangani perjanjian kredit[^7^]. 

Bank atau lembaga keuangan biasanya menggunakan prinsip 5C dalam 

menganalisis kredit: 

a. Character: Integritas dan reputasi debitur. 

b. Capacity: Kemampuan membayar utang. 

 
23 Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 



 
 
 

32 
 
 

c. Capital: Modal yang dimiliki debitur. 

d. Collateral: Jaminan yang disediakan debitur. 

e. Condition: Kondisi ekonomi dan usaha debitur[^8^].24 

3. Manfaat Kredit bagi Individu dan Usaha 

Kredit memberikan manfaat seperti membantu memenuhi kebutuhan 

mendesak, mempercepat pertumbuhan usaha, dan mendukung investasi jangka 

panjang. Kredit memungkinkan individu memperoleh barang atau layanan yang 

sulit dijangkau secara tunai[^9^]. Risiko utama kredit adalah kredit macet atau 

non-performing loan (NPL), di mana debitur gagal membayar kewajibannya. 

Ini bisa disebabkan oleh faktor internal (misalnya mismanajemen usaha) atau 

eksternal (seperti resesi ekonomi)[^10^]. Sistem kredit yang sehat sangat penting 

untuk stabilitas keuangan. Jika terlalu banyak kredit bermasalah, hal ini bisa 

mengganggu kinerja lembaga keuangan dan berdampak sistemik pada 

perekonomian[^11^]. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas 

mengawasi aktivitas kredit yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan 

non-bank, guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas 

keuangan[^12^]. Bank wajib menerapkan prinsip prudential banking dengan 

melakukan analisis kredit yang cermat, mengelola risiko dengan baik, dan 

mematuhi ketentuan regulator untuk menghindari kredit bermasalah[^13^]. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum dan 

 
24 Bank Indonesia. (2020). Panduan Kredit dan Pembiayaan. Jakarta: Bank Indonesia 
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mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dokumen ini menjadi dasar 

hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari[^14^].25 

4. Jaminan dalam Kredit 

Jaminan berfungsi melindungi kreditur dari potensi kerugian. Jaminan bisa 

berupa jaminan kebendaan (seperti tanah, bangunan, atau kendaraan) maupun 

jaminan personal (seperti personal guarantee)[^15^]. Jika debitur gagal 

membayar, bank bisa menawarkan restrukturisasi kredit (misalnya penjadwalan 

ulang pembayaran), menjual aset jaminan, atau menempuh jalur hukum melalui 

pengadilan niaga[^16^]. Kredit diatur dalam KUH Perdata, khususnya terkait 

perikatan, utang-piutang, dan jaminan. Pasal-pasal yang relevan mengatur hak 

dan kewajiban para pihak dalam transaksi kredit[^17^]. 26Regulasi kredit 

melibatkan berbagai peraturan, termasuk: 

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah 

dengan UU No. 10/1998). 

b. POJK terkait penyaluran kredit dan pengelolaan risiko 

kredit[^18^]. 

Jika debitur pailit, penyelesaian kredit mengikuti Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses 

ini mengatur cara distribusi aset debitur untuk melunasi utang secara 

proporsional[^19^]. Kredit harus digunakan secara bertanggung jawab. Debitur 

harus menghindari overborrowing (meminjam lebih dari kemampuan 

 
25 Simorangkir, Leonard. (2021). "Peran Kredit dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15, No. 2 
26 Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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membayar), sementara kreditur wajib memberikan edukasi keuangan yang 

memadai[^20^]. Kredit adalah instrumen penting yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi, namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian 

dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Baik kreditur maupun 

debitur memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan 

hubungan kredit yang sehat dan saling menguntungkan. 

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah kesepakatan yang dibuat antara pihak yang 

memberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur) 

mengenai pemberian sejumlah uang atau fasilitas lainnya dengan syarat 

pengembalian dalam jangka waktu tertentu, beserta bunga atau biaya lainnya 

yang disepakati. Dalam konteks hukum, perjanjian kredit menjadi dasar bagi 

timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Hal ini 

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak yang terlibat 

dalam transaksi kredit. 

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit 

Di Indonesia, dasar hukum perjanjian kredit dapat ditemukan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan memberikan landasan hukum mengenai kredit yang 

diberikan oleh lembaga perbankan.27 Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum 

 
27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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Perdata (KUHPerdata) juga memberikan ketentuan mengenai perjanjian pada 

umumnya, yang mencakup perjanjian kredit dalam Pasal 1320 yang menjelaskan 

mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perjanjian, termasuk 

perjanjian kredit.28 

3. Jenis-Jenis Kredit 

Perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada 

tujuan penggunaan kredit tersebut. Kredit dapat dibagi menjadi kredit konsumtif, 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga, dan 

kredit produktif, yang digunakan untuk keperluan usaha atau investasi. Selain 

itu, kredit juga dapat dibagi berdasarkan bentuk jaminan yang diberikan, yaitu 

kredit tanpa agunan (unsecured loan) dan kredit dengan agunan (secured loan). 

Proses pemberian kredit melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, 

debitur mengajukan permohonan kredit kepada kreditur. Kedua, kreditur 

melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan tersebut dengan 

mempertimbangkan kemampuan debitur untuk membayar kembali, nilai agunan 

(jika ada), serta faktor risiko lainnya. Ketiga, jika permohonan disetujui, maka 

dibuatlah perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak. 

4. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit memuat beberapa unsur penting yang harus ada untuk 

menjadikannya sah menurut hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain: adanya 

kesepakatan para pihak, kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian 

 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 
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(capable of contract), objek yang jelas, dan suatu hal yang diperjanjikan yang 

sah menurut hukum. Dalam perjanjian kredit, biasanya juga ditentukan besarnya 

jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

5. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur 

Dalam perjanjian kredit, baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing. Kreditur berhak menerima pembayaran sesuai 

dengan ketentuan dalam perjanjian, serta berhak untuk mengajukan tindakan 

hukum jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, debitur 

berhak menerima pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan harus 

mengembalikannya dengan bunga sesuai jangka waktu yang disepakati. Debitur 

juga berhak untuk meminta perubahan syarat-syarat perjanjian dalam hal terjadi 

kesulitan dalam pembayaran. 

Seperti halnya perjanjian lainnya, perjanjian kredit juga mengandung risiko 

bagi kedua belah pihak. Risiko utama bagi kreditur adalah risiko gagal bayar 

oleh debitur, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Untuk mengurangi 

risiko ini, kreditur biasanya akan meminta jaminan atau agunan, serta 

mengevaluasi kelayakan debitur sebelum menyetujui pemberian kredit. Bagi 

debitur, risiko yang dapat terjadi adalah adanya bunga yang tinggi atau 

perubahan ketentuan dalam perjanjian yang dapat membebani mereka. 

Dalam perjanjian kredit, jaminan seringkali diminta oleh kreditur untuk 

memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini dapat 

berupa agunan berupa barang berharga, seperti properti, kendaraan, atau aset 
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lainnya. Jaminan ini memberikan rasa aman bagi kreditur bahwa apabila debitur 

gagal bayar, mereka dapat menyita dan menjual agunan untuk mendapatkan 

kembali sebagian atau seluruh jumlah yang terhutang. 

Bunga adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas 

pinjaman yang diberikan. Besarnya bunga biasanya disepakati dalam perjanjian 

kredit dan dapat ditentukan berdasarkan suku bunga tetap (fixed rate) atau suku 

bunga mengambang (floating rate). Dalam praktiknya, suku bunga ini harus 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh melebihi batasan yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam 

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Dalam hal terjadi sengketa antara kreditur dan debitur, perjanjian kredit 

biasanya mencantumkan klausul mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui 

alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Penyelesaian 

melalui mediasi atau arbitrase sering dipilih untuk menghindari proses 

pengadilan yang panjang dan biaya yang tinggi. 

Perubahan atau pembatalan perjanjian kredit dapat terjadi apabila terdapat 

kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Misalnya, jika debitur 

mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, maka kedua belah pihak dapat 

sepakat untuk merestrukturisasi utang, seperti memperpanjang jangka waktu 

pembayaran atau menurunkan bunga. Pembatalan perjanjian kredit dapat 

dilakukan jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati. 
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Penyalahgunaan kredit dapat terjadi jika debitur menggunakan fasilitas 

kredit untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau jika terdapat 

indikasi penipuan dalam proses pengajuan kredit. Penyalahgunaan kredit dapat 

menyebabkan kreditur merugi dan juga dapat menimbulkan tindakan hukum 

terhadap debitur. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk melakukan 

verifikasi dan analisis yang teliti terhadap permohonan kredit. 

Perjanjian kredit memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum 

bisnis. Kredit memungkinkan pengusaha atau individu untuk memperoleh dana 

yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau memenuhi kebutuhan pribadi, 

sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari bunga yang 

dikenakan. Oleh karena itu, perjanjian kredit menjadi salah satu instrumen yang 

sangat vital dalam aktivitas ekonomi. 

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.29 UU ini 

memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi 

kredit. Sebagai contoh, kreditur tidak boleh memaksakan kredit yang tidak 

sesuai dengan kemampuan debitur, dan harus memberi informasi yang jelas 

mengenai ketentuan perjanjian, bunga, serta risiko yang mungkin timbul. 

Perjanjian kredit merupakan instrumen yang sangat penting dalam 

perekonomian, baik untuk individu maupun perusahaan. Melalui perjanjian 

kredit, pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat menjalankan 

kewajiban dan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh 

 
29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dengan jelas isi 

perjanjian kredit, serta memperhatikan aspek hukum yang berlaku agar tidak 

terjadi sengketa di kemudian hari.  

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara pihak kreditur 

(biasanya bank atau lembaga keuangan) dan debitur (peminjam) yang mengatur 

tentang pemberian pinjaman atau kredit untuk tujuan tertentu. Dalam perjanjian 

ini, kreditur akan memberikan sejumlah uang atau barang kepada debitur dengan 

syarat bahwa debitur akan mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dan 

dengan bunga atau biaya tertentu. Perjanjian kredit ini mengikat secara hukum 

dan dapat dipaksakan pelaksanaannya jika salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. 

Perlindungan hukum dalam konteks perjanjian kredit memiliki dua 

dimensi, yaitu perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur. Perlindungan 

terhadap kreditur bertujuan untuk memastikan bahwa haknya dalam 

memperoleh kembali pinjaman atau kredit yang diberikan dilindungi secara 

efektif. Sebaliknya, perlindungan terhadap debitur bertujuan untuk mencegah 

adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur yang dapat merugikan 

debitur secara sepihak. Teori perlindungan hukum ini berlandaskan pada asas 

keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. 

Salah satu dasar dalam perjanjian kredit adalah asas kebebasan berkontrak. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit memiliki kebebasan untuk 

menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Asas ini mendasari bahwa kreditur dan 
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debitur bisa menentukan syarat dan ketentuan kredit sesuai dengan kesepakatan 

mereka, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan lainnya. Namun, 

kebebasan berkontrak ini juga dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap pihak 

yang lebih lemah, dalam hal ini debitur. 

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit dapat dilihat 

dari adanya ketentuan yang melindungi hak-hak debitur agar tidak terjerat dalam 

perjanjian yang merugikan. Hal ini termasuk perlindungan terhadap bunga yang 

tidak wajar atau ketentuan perjanjian yang terlalu berat bagi debitur. Undang-

undang yang mengatur perlindungan konsumen seperti Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan 

terhadap debitur agar tidak terjebak dalam perjanjian yang tidak adil. 

Dalam perjanjian kredit, terdapat ketentuan yang harus ada untuk 

menghindari ketidakjelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan 

yang harus ada mencakup jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu 

pengembalian, bunga atau biaya lainnya, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa apabila terjadi wanprestasi. Ketentuan ini sangat penting untuk 

memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari adanya 

perbedaan interpretasi di kemudian hari. 

Dalam perjanjian kredit, teori perlindungan hukum juga mencakup 

kewajiban kreditur untuk mengungkapkan informasi yang jelas dan transparan 

kepada debitur mengenai syarat dan ketentuan kredit. Hal ini bertujuan agar 

debitur dapat membuat keputusan yang bijak dan terinformasi tentang apakah 

mereka akan menyetujui perjanjian kredit tersebut. Kegagalan kreditur untuk 
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memberikan informasi yang lengkap dapat menjadi dasar bagi debitur untuk 

mengajukan klaim atau bahkan membatalkan perjanjian. 

Wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam 

konteks perjanjian kredit, wanprestasi debitur bisa berupa keterlambatan 

pembayaran angsuran atau tidak membayar sama sekali. Sedangkan wanprestasi 

kreditur dapat terjadi jika pihak kreditur tidak memenuhi kewajibannya dalam 

memberikan dana pinjaman atau melanggar ketentuan perjanjian lainnya. 

Perlindungan hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk 

menuntut ganti rugi atau penyelesaian lainnya. 

Seringkali dalam perjanjian kredit, terdapat klausula baku yang 

diberlakukan oleh kreditur, khususnya dalam perjanjian standar yang digunakan 

oleh lembaga keuangan. Klausula baku ini bisa mencakup syarat-syarat yang 

tidak dapat dinegosiasikan oleh debitur. Namun, menurut teori perlindungan 

hukum, jika klausula baku tersebut merugikan debitur atau tidak sesuai dengan 

prinsip keadilan, maka klausula tersebut dapat dibatalkan atau diperbaiki oleh 

pengadilan. 

Pada umumnya, dalam perjanjian kredit terdapat syarat bahwa debitur 

memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Penyitaan 

jaminan dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. 

Namun, teori perlindungan hukum memastikan bahwa proses penyitaan harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan debitur tetap 
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memiliki hak untuk mengajukan pembelaan atau melakukan upaya hukum 

lainnya jika merasa hak-haknya dilanggar. 

Perlindungan hukum juga mencakup aspek sosial dari debitur. Misalnya, 

dalam hal kredit konsumtif, ada pembatasan terhadap bunga yang bisa dikenakan 

untuk mencegah adanya eksploitasi terhadap debitur yang berasal dari lapisan 

ekonomi rendah. Selain itu, peraturan terkait kolektibilitas dan pengaturan 

restrukturisasi utang dapat memberikan ruang bagi debitur untuk kembali 

melunasi kreditnya tanpa harus terjerat dalam kesulitan finansial yang lebih 

besar. 

Salah satu hal yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit adalah 

ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeure). Jika terjadi keadaan 

yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam atau krisis ekonomi yang 

mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, maka 

debitur dapat meminta pembatalan atau penundaan kewajiban pembayaran. 

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal ini menjamin bahwa pihak 

debitur tidak akan dihukum akibat keadaan yang berada di luar kendalinya. 

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dapat dilakukan melalui 

berbagai mekanisme, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan 

hukum dalam konteks ini memastikan bahwa debitur dan kreditur memiliki 

akses yang adil terhadap proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan secara sepihak. Selain itu, lembaga mediasi dan arbitrase juga 

sering menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan lebih 

murah. 
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Selain perjanjian kredit konvensional, ada pula perjanjian kredit syariah 

yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba (bunga). 

Dalam perjanjian kredit syariah, perlindungan hukum diterapkan dengan cara 

yang lebih memperhatikan kepentingan sosial dan moral. Perjanjian ini 

menggunakan akad-akad seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah, yang 

masing-masing memiliki ketentuan yang menjaga keadilan dan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. 

Dalam beberapa kasus, perjanjian kredit melibatkan pihak ketiga, seperti 

penjamin atau lembaga asuransi. Pihak ketiga ini memberikan perlindungan 

tambahan bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, 

perlindungan hukum terhadap debitur juga berlaku untuk memastikan bahwa 

pihak ketiga tidak merugikan debitur dengan syarat yang tidak adil atau 

memberatkan. Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian kredit 

harus seimbang dan adil. 

Dalam era digital, perjanjian kredit dapat dilakukan secara elektronik 

melalui platform pinjaman online. Hal ini membawa tantangan baru dalam hal 

perlindungan hukum. Pihak debitur yang melakukan perjanjian kredit secara 

online seringkali tidak sepenuhnya memahami ketentuan yang tercantum dalam 

kontrak elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan 

jelas untuk melindungi debitur dari potensi penyalahgunaan dan risiko hukum 

yang mungkin timbul dalam transaksi kredit digital. 

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang mengatur hubungan antara 

pihak pemberi kredit (kreditor) dan pihak penerima kredit (debitur) yang berisi 
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kesepakatan mengenai pinjaman sejumlah uang dengan ketentuan pengembalian 

yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, kreditor 

memberikan fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi oleh debitur, seperti suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan 

jaminan. Perjanjian kredit ini berlaku di bawah pengaturan hukum yang berlaku 

di negara tersebut, baik yang terkait dengan perbankan maupun hukum kontrak 

umum. 

Perjanjian kredit tunduk pada prinsip dasar hukum perjanjian yang berlaku 

umum, yaitu konsensus, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Artinya, kedua 

belah pihak—kreditor dan debitur—setuju untuk melakukan transaksi 

berdasarkan persetujuan yang bebas, tanpa adanya paksaan. Prinsip kebebasan 

berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan ketentuan 

perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku. 

Teori perlindungan hukum dalam konteks perjanjian kredit berfokus pada 

perlindungan hak dan kepentingan para pihak dalam perjanjian tersebut. Teori 

ini menyarankan bahwa dalam setiap hubungan hukum, baik kreditor maupun 

debitur harus mendapat perlindungan yang seimbang, terutama terhadap risiko-

risiko yang timbul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara keduanya. 

Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencakup perlindungan 

terhadap debitur yang mungkin berada dalam posisi lebih lemah, tetapi juga 

kreditor yang harus terlindungi dari risiko kredit macet. 
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Debitur, dalam perjanjian kredit, memiliki posisi yang cenderung lebih 

lemah dibandingkan dengan kreditor. Hal ini disebabkan oleh kekuatan tawar 

kreditor yang lebih besar, terutama bagi debitur yang tergantung pada sumber 

daya finansial dari pemberi kredit. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum 

berusaha untuk mengimbangi posisi ini dengan memberikan perlindungan 

terhadap debitur, agar tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh klausul 

perjanjian yang tidak adil atau eksploitatif. 

Kreditor, sebagai pemberi pinjaman, tentu memiliki kepentingan untuk 

memastikan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Perlindungan hukum terhadap kreditor 

diperlukan agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakmampuan debitur 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, perlindungan ini juga harus 

tetap seimbang dan tidak mengarah pada pengambilalihan aset debitur yang 

berlebihan. 

 

Setiap perjanjian kredit biasanya mencakup beberapa unsur utama, antara 

lain: jumlah kredit yang diberikan, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu 

pengembalian, bunga atau biaya pinjaman, jaminan yang diberikan oleh debitur, 

serta ketentuan tentang keterlambatan pembayaran atau default. Klausul-klausul 

ini harus diatur secara rinci dan jelas agar tidak menimbulkan sengketa di 

kemudian hari, sesuai dengan prinsip itikad baik yang terkandung dalam teori 

perlindungan hukum. 
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Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur 

adalah pembatasan terhadap pengenaan bunga yang tidak wajar atau tidak adil. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di banyak negara juga memberikan 

perlindungan kepada debitur agar tidak terjebak dalam perjanjian yang 

merugikan. Perlindungan ini mencakup ketentuan mengenai informasi yang 

harus diberikan oleh kreditor, serta hak debitur untuk mengajukan klaim atau 

gugatan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. 

Bunga kredit yang dikenakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Di beberapa negara, terdapat pembatasan mengenai tingkat bunga yang 

dapat dikenakan oleh kreditor untuk mencegah terjadinya praktik bunga yang 

sangat tinggi atau rentenir. Perlindungan hukum di sini bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan antara hak kreditor untuk memperoleh keuntungan dan hak 

debitur untuk tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran yang tidak wajar. 

Jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit sering kali menjadi jaminan 

bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini bisa berupa harta 

benda yang bernilai, seperti rumah atau kendaraan. Meskipun jaminan ini 

memberikan kreditor rasa aman, debitur tetap perlu mendapatkan perlindungan 

hukum agar hak-hak mereka tidak dilanggar dalam hal eksekusi jaminan. Di 

sinilah teori perlindungan hukum menegaskan pentingnya prosedur eksekusi 

yang adil dan tidak sewenang-wenang. 

Keterlambatan pembayaran oleh debitur dapat mengarah pada pemberian 

sanksi, seperti denda atau biaya keterlambatan, yang biasanya telah diatur dalam 

perjanjian. Meskipun kreditor berhak untuk mengenakan sanksi, teori 
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perlindungan hukum mengharuskan agar sanksi tersebut tidak bersifat terlalu 

berat atau merugikan debitur secara berlebihan. Sistem hukum yang adil perlu 

mengatur agar sanksi tersebut sebanding dengan besarnya keterlambatan dan 

tidak membebani debitur secara tidak wajar. 

Perjanjian kredit seringkali berpotensi menimbulkan sengketa, terutama 

terkait dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran atau masalah terkait jaminan. 

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang efektif dapat memastikan bahwa 

prosedur penyelesaian sengketa dilakukan secara adil. Sistem penyelesaian 

sengketa yang transparan dan efisien, seperti melalui jalur peradilan atau 

alternatif penyelesaian sengketa (misalnya mediasi), akan memberikan 

perlindungan yang setara bagi kedua belah pihak. 

Seringkali terdapat kesepakatan tambahan dalam perjanjian kredit yang 

dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, kreditor dapat 

menambahkan ketentuan mengenai perubahan suku bunga atau kondisi 

pembayaran yang lebih ketat. Perlindungan hukum mengatur bahwa perubahan 

semacam itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak merugikan 

salah satu pihak secara sepihak. Hal ini penting untuk menghindari ketidakadilan 

dalam pelaksanaan perjanjian. 

Perjanjian kredit juga tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara 

tersebut, termasuk hukum perbankan, hukum kontrak, dan peraturan 

perlindungan konsumen. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya 

pengawasan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa praktik 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan 
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hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi 

debitur. 

Kreditor memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, 

lengkap, dan transparan mengenai syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya ketidakjelasan yang dapat 

merugikan debitur. Perlindungan hukum menjamin bahwa debitur tidak akan 

terjebak dalam perjanjian yang tidak mereka pahami sepenuhnya, atau yang 

tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. 

Secara keseluruhan, perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk 

transaksi hukum yang membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

para pihak. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, perjanjian kredit harus 

dirancang sedemikian rupa agar memberikan perlindungan yang adil baik bagi 

kreditor maupun debitur. Sistem hukum yang ada perlu memastikan bahwa hak-

hak kedua belah pihak dihormati, bahwa perjanjian tersebut memenuhi asas-asas 

kebebasan berkontrak dan itikad baik, dan bahwa peraturan yang mengatur 

perjanjian kredit dapat memberikan solusi yang adil jika terjadi sengketa. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses dan Aturan Pemberian Hak Konsumen Kredit untuk Mengakhiri 

Perjanjian Kredit Tepat Waktu atau Lebih Cepat dari Waktu yang Telah 

Ditentukan Para Pihak 

Perjanjian kredit antara bank dan konsumen diatur oleh hukum perbankan 

yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak konsumen. 

Konsumen kredit memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian kredit sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam kontrak serta peraturan yang berlaku. Salah 

satu hak utama konsumen adalah untuk mengakhiri perjanjian kredit sebelum 

jatuh tempo, baik karena alasan pribadi maupun bisnis. Namun, hak ini harus 

diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, 

teori perlindungan hukum berperan penting untuk melindungi konsumen dari 

kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat pemberian hak tersebut. 

Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian kredit diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia serta ketentuan 

lainnya yang bersifat mengatur hubungan hukum antara bank dan konsumen. 

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dengan konsumen pada umumnya 

bersifat mengikat dan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai bagaimana hak untuk mengakhiri 

perjanjian kredit lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat dilaksanakan. 



 
 
 

50 
 
 

Konsumen kredit berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat 

sebelum jatuh tempo, yang sering dikenal dengan istilah pelunasan lebih awal 

atau early repayment. Hak ini diberikan oleh bank kepada konsumen 

berdasarkan klausul dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. 

Namun, hak ini tidak serta-merta bebas dari syarat tertentu, seperti kewajiban 

membayar bunga atau biaya tambahan yang mungkin timbul akibat pelunasan 

lebih awal. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepastian pendapatan bank 

dari bunga yang telah disepakati. 

Pelunasan lebih awal atau percepatan pembayaran hutang dalam kredit 

biasanya disertai dengan syarat yang jelas. Bank sering kali mewajibkan 

konsumen untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pelunasan lebih cepat. Dalam beberapa kasus, bank juga dapat 

mengenakan biaya administrasi atau penalti tertentu sebagai bentuk kompensasi 

atas kehilangan pendapatan bunga yang dihasilkan dari sisa waktu kredit yang 

belum terlunasi. 

Proses pengakhiran perjanjian kredit yang lebih cepat dimulai dengan 

pemberitahuan kepada pihak bank. Biasanya, pemberitahuan tersebut dilakukan 

melalui surat resmi atau melalui layanan komunikasi lainnya yang disediakan 

oleh bank. Pemberitahuan ini harus diberikan dalam jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati dalam perjanjian, biasanya 30 hari atau sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Setelah pemberitahuan diterima, bank kemudian akan melakukan 

perhitungan sisa hutang yang harus dibayar oleh konsumen.30 

 
30 Teori Perlindungan Hukum Konsumen oleh L. S. T. C. M. Heijmans, 2015. 
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Dalam hal konsumen memutuskan untuk melunasi kredit lebih cepat, pihak 

bank akan menghitung sisa utang yang harus dibayar oleh konsumen, termasuk 

bunga yang berlaku pada saat pelunasan. Biasanya, bank akan mengurangi 

jumlah bunga yang harus dibayar jika konsumen melunasi lebih awal 

dibandingkan dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, hal 

ini bergantung pada jenis produk kredit yang digunakan oleh konsumen dan 

kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kredit. 

Teori perlindungan hukum konsumen berfokus pada upaya untuk menjaga 

keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini 

bank. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menghindari praktik yang 

merugikan konsumen, seperti ketidakjelasan informasi terkait hak-hak 

konsumen dalam perjanjian kredit atau pemberian sanksi yang tidak adil. Oleh 

karena itu, hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat harus 

dilindungi dalam kerangka hukum yang jelas dan menguntungkan bagi 

konsumen. 

Bank Indonesia melalui berbagai peraturan seperti Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) turut mengatur 

mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank dalam 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pelunasan lebih 

cepat. Sebagai contoh, PBI mengatur mengenai pengenaan biaya atau penalti 

dalam kredit konsumen, serta mewajibkan bank untuk memberikan informasi 

yang transparan dan jelas mengenai kewajiban dan hak-hak konsumen. 
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Perjanjian kredit merupakan dasar hukum yang mengikat kedua belah 

pihak. Dalam perjanjian ini, bank dan konsumen akan sepakat mengenai 

berbagai hal, termasuk ketentuan untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat 

dari waktu yang telah ditentukan. Biasanya, ketentuan ini mencakup cara 

pemberitahuan, jangka waktu pemberitahuan, serta biaya atau penalti yang 

mungkin timbul. Adapun, keberadaan klausul mengenai pelunasan lebih awal 

harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak merugikan konsumen. 

Pada saat konsumen memutuskan untuk melakukan pelunasan lebih awal, 

bank biasanya akan mengenakan biaya tambahan sebagai kompensasi atas 

kehilangan pendapatan bunga. Biaya ini harus ditentukan dengan jelas dalam 

perjanjian kredit dan tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur oleh regulator. 

Bank juga tidak boleh mengenakan penalti yang tidak adil atau tidak sesuai 

dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam hukum perlindungan konsumen. 

Setelah pemberitahuan diterima dan perhitungan sisa hutang dilakukan, 

bank akan menyusun prosedur untuk pengakhiran perjanjian kredit. Konsumen 

kemudian akan diminta untuk melakukan pembayaran sisa hutang sesuai dengan 

perhitungan yang telah dilakukan oleh bank. Begitu pelunasan dilakukan, bank 

akan mengeluarkan surat keterangan bahwa kewajiban konsumen telah selesai. 

Surat ini penting untuk menghindari adanya klaim atau sengketa di kemudian 

hari. 

Teori perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada konsumen tetapi juga 

pada kepentingan bank sebagai lembaga keuangan. Bank sebagai pemberi 

pinjaman harus dilindungi dari praktik yang merugikan, seperti pelunasan kredit 
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secara sepihak tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, proses pengakhiran 

perjanjian kredit lebih cepat harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

kepentingan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan bank, dengan menegakkan 

prinsip keadilan dan transparansi. 

Secara keseluruhan, hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih cepat adalah bagian dari perlindungan hukum konsumen yang dijamin oleh 

hukum perbankan. Pihak bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan biaya yang terkait dengan pelunasan lebih cepat, serta memastikan 

bahwa tidak ada praktik yang merugikan konsumen. Di sisi lain, konsumen harus 

memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit serta proses yang 

perlu ditempuh untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat. 

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan konsumen 

dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal transparansi informasi dan 

kewajiban bank untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai hak-hak 

konsumen. Pemerintah juga perlu mendorong adanya pengawasan yang lebih 

ketat terhadap bank untuk memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian kredit 

tidak merugikan konsumen. 

Aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan 

peraturan mengenai hak konsumen kredit, terutama terkait dengan transparansi 

dan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. 

Bagi masyarakat, disarankan untuk lebih memahami isi perjanjian kredit 

sebelum menandatanganinya dan tidak ragu untuk meminta penjelasan lebih 
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lanjut mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengakhiri perjanjian 

kredit lebih cepat. 

Pendapat saya proses dan aturan pemberian hak konsumen kredit untuk 

mengakhiri perjanjian kredit tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

ditentukan para pihak 

Pemberian hak kepada konsumen kredit untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kredit merupakan 

salah satu aspek penting dalam perlindungan hak konsumen dalam sistem 

perbankan. Bank, sebagai lembaga yang memberikan fasilitas kredit, harus 

memperhatikan hak-hak konsumen terkait pembatalan atau pelunasan kredit 

lebih awal. Proses dan aturan pemberian hak ini diatur dalam berbagai ketentuan 

hukum, baik itu dalam hukum perbankan, hukum kontrak, maupun dalam 

peraturan perlindungan konsumen. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai 

proses dan aturan pemberian hak konsumen kredit untuk mengakhiri perjanjian 

kredit lebih cepat atau tepat waktu. 

Perjanjian kredit adalah kontrak yang dibuat antara pihak bank dan 

konsumen kredit. Dalam perjanjian ini, ditentukan syarat dan ketentuan yang 

mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk durasi 

pembayaran, bunga, dan kewajiban lainnya. Dalam konteks ini, hak konsumen 

untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat atau tepat waktu biasanya terkait 

dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. 

Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk 
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mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih cepat. Pasal 4 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa 

konsumen berhak untuk membuat keputusan yang tepat terhadap barang 

dan/atau jasa yang diterimanya. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian hak 

untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati. 

Sebagian besar lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk melunasi kewajiban kredit lebih cepat (early repayment). Bank 

umumnya akan memberikan opsi bagi konsumen untuk melunasi hutang 

sebelum jatuh tempo. Pemberian hak ini bertujuan untuk memberi fleksibilitas 

kepada konsumen yang memiliki kemampuan lebih untuk segera menuntaskan 

kewajiban mereka. Namun, bank juga dapat menetapkan syarat tertentu untuk 

melakukannya. 

Meski konsumen memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian lebih cepat, 

bank biasanya akan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. 

Salah satu syarat yang sering dijumpai adalah adanya pemberitahuan 

sebelumnya kepada bank mengenai niat konsumen untuk melunasi lebih cepat, 

misalnya 30 hari sebelum tanggal pelunasan. Hal ini memungkinkan bank untuk 

memproses pembayaran dan menghitung jumlah yang harus dibayar. 

Dalam banyak perjanjian kredit, bank juga dapat menetapkan biaya 

pelunasan dipercepat atau prepayment penalty. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengkompensasi potensi kerugian bank akibat bunga yang tidak lagi dibayarkan 

jika konsumen melunasi pinjaman lebih awal. Meskipun demikian, biaya ini 

haruslah proporsional dan tidak merugikan konsumen secara tidak wajar. Di 
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Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, biaya ini 

juga harus diungkapkan secara transparan dalam perjanjian kredit. 

Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan konsumen adalah transparansi 

informasi. Bank wajib menginformasikan dengan jelas tentang ketentuan 

pelunasan lebih cepat ini, termasuk besaran biaya yang dikenakan dan prosedur 

yang harus ditempuh. Pemberian informasi yang jelas dan transparan akan 

menghindarkan konsumen dari kebingungan atau ketidakpastian saat ingin 

melunasi lebih cepat. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa 

keuangan di Indonesia juga mengatur terkait hak konsumen kredit dalam hal 

pelunasan lebih cepat. Berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank diwajibkan untuk 

memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pelunasan lebih cepat, 

dengan memperhatikan ketentuan yang adil dan transparan. 

Penghitungan sisa pinjaman menjadi aspek yang sangat penting dalam 

proses pelunasan lebih cepat. Bank harus dapat menghitung jumlah pokok yang 

belum dibayar beserta bunga yang terutang hingga tanggal pelunasan. Selain itu, 

jika ada biaya pelunasan lebih cepat, bank harus dapat memberikan rincian yang 

jelas terkait komponen biaya tersebut. 

Dalam perjanjian kredit, mungkin terdapat ketentuan tentang denda atau 

biaya lainnya yang dikenakan jika konsumen melunasi kredit lebih cepat dari 

jadwal. Beberapa bank mungkin mengenakan biaya administrasi atau biaya lain-

lain untuk mencakup biaya operasional yang timbul dari proses perubahan 
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jadwal pembayaran. Biaya ini pun harus diatur secara jelas dalam kontrak dan 

tidak boleh melebihi batas wajar. 

Pada beberapa jenis kredit yang disertai dengan jaminan, seperti kredit 

rumah atau kendaraan, konsumen berhak untuk meminta pencairan jaminan 

lebih cepat setelah pelunasan kredit. Bank harus memastikan bahwa proses 

pencairan jaminan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan jaminan dikembalikan setelah kewajiban kredit 

sepenuhnya terlunasi. 

Bagi konsumen, pelunasan kredit lebih cepat tidak hanya memberikan rasa 

lega, tetapi juga berpotensi mempengaruhi skor kredit mereka. Bank dan 

lembaga keuangan lainnya akan melaporkan status pelunasan kepada biro kredit, 

yang akan memperbarui catatan konsumen. Pembayaran lebih awal dapat 

meningkatkan kredibilitas konsumen di mata lembaga keuangan. 

Dalam hal pemberian hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian lebih 

cepat, prinsip keberlanjutan tetap harus dijaga. Artinya, meskipun konsumen 

memiliki hak untuk melunasi lebih cepat, bank tetap harus memastikan bahwa 

proses ini tidak merugikan kelangsungan operasional bank, serta tetap menjaga 

prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko. 

Pengajuan untuk pelunasan lebih cepat biasanya dilakukan dengan 

menghubungi bank atau melalui saluran komunikasi yang telah disediakan, 

seperti aplikasi perbankan atau kantor cabang. Konsumen perlu mengisi formulir 

atau memberikan surat permohonan pelunasan lebih cepat yang mencantumkan 
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tanggal yang diinginkan untuk melakukan pelunasan, beserta rincian pinjaman 

yang masih harus dibayar. 

Jika terjadi sengketa antara konsumen dan bank terkait hak untuk 

mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat, konsumen dapat mengajukan keberatan 

ke otoritas yang berwenang, seperti OJK atau Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak konsumen 

dihormati dan setiap sengketa diselesaikan secara adil. 

Secara keseluruhan, pemberian hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian 

kredit lebih cepat adalah bagian dari upaya perlindungan konsumen yang harus 

diatur dengan jelas dan transparan dalam perjanjian kredit. Bank harus mematuhi 

ketentuan yang berlaku, menjaga transparansi, serta memberi kesempatan 

kepada konsumen untuk melunasi kredit lebih awal dengan memperhatikan 

biaya-biaya yang wajar dan prosedur yang jelas. 

B. Analisis Hukum mengenai Kepastian Hukum bagi Nasabah yang 

Melakukan Pelunasan Kredit Terlebih Dahulu dalam Implementasinya 

dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan jo Undang-Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan 

Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo oleh nasabah merupakan salah satu 

bentuk kewajiban yang sering dijumpai dalam hubungan hukum antara nasabah 

dan lembaga perbankan. Di Indonesia, perlindungan bagi nasabah dalam hal ini 

dilindungi oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
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1992 tentang Perbankan (selanjutnya UU Perbankan 1992) yang kemudian 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya UU 

Perkreditan Nasional). Pelunasan kredit terlebih dahulu dapat menciptakan 

berbagai implikasi hukum, baik bagi nasabah maupun pihak bank. Perlindungan 

hukum dalam konteks ini sangat penting, karena seringkali nasabah merasa tidak 

mendapatkan hak-haknya secara adil, terutama dalam hal penghitungan bunga 

atau penalti atas pelunasan lebih awal. 

Pelunasan kredit terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan istilah pelunasan 

dipercepat, merujuk pada tindakan nasabah yang membayar kewajiban utangnya 

sebelum jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Praktik ini 

memungkinkan nasabah untuk mengurangi beban bunga atau biaya lainnya yang 

terkait dengan sisa waktu pinjaman. Meskipun diizinkan oleh hukum, pelunasan 

lebih awal tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan hak 

nasabah dalam hal pengenaan denda atau biaya penalti. 

UU Perbankan 1992, yang selanjutnya disempurnakan oleh UU Nomor 10 

Tahun 1998, mengatur berbagai hal terkait dengan kegiatan perbankan, termasuk 

mengenai perkreditan. Pasal 8 UU Perbankan 1992, mengatur bahwa bank wajib 

memperhatikan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit, yang termasuk 

juga dalam hal pengaturan terkait dengan pelunasan kredit lebih awal oleh 

nasabah. Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998, juga 

memberikan panduan mengenai kewajiban bank untuk memperhatikan 

kesepakatan yang dibuat dengan nasabah, serta mengatur kewajiban bank untuk 

memberikan informasi yang jelas dan transparan. 
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Teori perlindungan hukum mengutamakan pemenuhan hak-hak individu 

dalam peraturan hukum. Dalam konteks pelunasan kredit lebih awal, teori ini 

berfokus pada perlindungan hak nasabah, sebagai pihak yang lebih lemah dalam 

hubungan hukum dengan bank. Perlindungan hukum bertujuan untuk 

memastikan agar nasabah tidak dirugikan oleh ketentuan yang tidak jelas atau 

tidak adil, seperti biaya penalti yang berlebihan atas pelunasan lebih awal. Di 

sisi lain, teori ini juga mengatur kewajiban bank untuk menjalankan prinsip 

transparansi dan keadilan dalam setiap perjanjian yang dibuat. 

Kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan pelunasan kredit terlebih 

dahulu sangat bergantung pada kejelasan ketentuan dalam perjanjian kredit yang 

dibuat dengan bank. Jika dalam perjanjian tersebut sudah diatur secara rinci 

mengenai konsekuensi dari pelunasan lebih awal, baik berupa denda, biaya 

administrasi, atau pengembalian sebagian bunga yang telah dibayar, maka 

nasabah seharusnya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian tersebut. 

Namun, masalah sering timbul apabila ketentuan dalam perjanjian tidak 

transparan atau tidak memberikan kejelasan mengenai hal ini. 

Secara hukum, perjanjian kredit antara bank dan nasabah harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Dalam hal ini, pelunasan lebih awal seharusnya diatur dengan 

jelas dalam perjanjian, termasuk hak nasabah untuk meminta pengembalian 

sebagian dari bunga yang telah dibayarkan, serta apakah terdapat biaya penalti 

atau denda atas pelunasan tersebut. Tanpa ketentuan yang jelas, nasabah bisa 
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dirugikan apabila bank memutuskan untuk mengenakan biaya yang tidak sesuai 

dengan hukum atau dengan perjanjian yang disepakati. 

Dalam konteks perlindungan konsumen, Bank Indonesia melalui peraturan-

peraturannya serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengatur ketentuan 

tentang hak-hak nasabah sebagai konsumen, termasuk dalam hal pelunasan 

kredit lebih awal. Perlindungan yang diberikan mencakup transparansi dalam 

informasi yang disampaikan kepada nasabah mengenai biaya yang terkait 

dengan kredit, serta prosedur pelunasan lebih awal. Berdasarkan hal ini, bank 

diharapkan tidak hanya menjaga prinsip kehati-hatian, tetapi juga menghormati 

hak nasabah untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang. 

Beberapa bank menerapkan biaya penalti atau denda bagi nasabah yang 

melakukan pelunasan kredit lebih awal. Meskipun ini dibolehkan dalam 

perjanjian kredit, namun biaya tersebut tidak boleh bersifat eksesif atau tidak 

adil. Sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, besaran denda harus sesuai 

dengan nilai yang wajar dan mencerminkan keseimbangan antara hak bank 

untuk melindungi kepentingannya serta hak nasabah untuk mendapatkan 

keadilan. Jika biaya penalti terlalu tinggi, nasabah dapat mengajukan gugatan 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang 

melarang praktik yang merugikan konsumen. 

Praktik yang sering terjadi di lapangan adalah bank mengenakan denda atau 

penalti yang tinggi atas pelunasan lebih awal, yang tidak sesuai dengan 

perhitungan yang sebenarnya. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi nasabah dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, bank harus memiliki 
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ketentuan yang jelas dalam perjanjian mengenai cara menghitung biaya atau 

denda atas pelunasan lebih awal, serta memberikan penjelasan yang memadai 

kepada nasabah sebelum mereka menandatangani perjanjian tersebut. 

Bank memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan 

transparan mengenai segala biaya atau denda yang terkait dengan pinjaman, 

termasuk dalam hal pelunasan kredit lebih awal. Asas transparansi ini 

seharusnya tercermin dalam informasi yang diberikan baik pada saat pengajuan 

kredit maupun pada saat nasabah ingin melakukan pelunasan lebih awal. Jika 

bank gagal memberikan informasi yang memadai, nasabah dapat meminta 

pengembalian dana atau melaporkan hal ini kepada otoritas pengawas seperti 

OJK. 

Di beberapa negara, seperti di Eropa atau Amerika, pelunasan kredit lebih 

awal diatur dengan lebih ketat. Ada ketentuan yang membatasi jumlah denda 

yang bisa dikenakan oleh lembaga keuangan, agar tidak memberatkan 

konsumen. Di Indonesia, meskipun ada beberapa pengaturan dalam UU 

Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, masih banyak tantangan dalam 

implementasinya, terutama terkait dengan kesepakatan yang tidak selalu 

transparan antara bank dan nasabah. 

Dalam praktik perbankan di Indonesia, pelunasan kredit lebih awal sudah 

cukup umum dilakukan. Namun, banyak nasabah yang masih merasa dirugikan 

dengan denda yang dikenakan oleh bank atas pelunasan lebih awal. Pemerintah 

dan otoritas pengawas harus memastikan bahwa ketentuan ini diterapkan dengan 
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adil, dan jika perlu, melakukan revisi terhadap peraturan yang ada agar lebih 

mengutamakan perlindungan hak konsumen. 

Pendapat saya tentang Analisis Hukum Mengenai Kepastian Hukum bagi 

Nasabah yang Melakukan Pelunasan Kredit Terlebih Dahulu, Kepastian hukum 

merupakan aspek penting dalam setiap hubungan hukum, termasuk dalam 

hubungan antara nasabah dan bank, terutama yang berkaitan dengan pelunasan 

kredit. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada 

masyarakat perlu memberikan kepastian hukum kepada nasabahnya, baik yang 

bersifat substantif maupun prosedural. Dalam konteks pelunasan kredit, nasabah 

berhak untuk melunasi kewajibannya lebih awal dari jatuh tempo. Namun, 

pelunasan ini harus diatur dengan jelas, baik oleh peraturan perundang-undangan 

maupun ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dan 

nasabah. Oleh karena itu, analisis ini akan membahas bagaimana kepastian 

hukum terhadap nasabah yang melakukan pelunasan kredit lebih awal 

diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dan Undang-Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. 

Pelunasan kredit merupakan suatu hak yang diberikan kepada nasabah 

berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam hal ini, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Untuk Undang-

Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan landasan bagi bank dan nasabah 
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untuk menentukan syarat dan ketentuan pelunasan kredit, termasuk pelunasan 

lebih awal (early settlement). Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 

mengatur bahwa bank berhak untuk memberikan kredit kepada nasabah sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, sementara dalam Pasal 

10 ayat (1) disebutkan bahwa bank dapat memungut biaya dan bunga 

berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

Selain itu, pada Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan 

bahwa nasabah berhak melunasi kredit lebih awal dengan ketentuan yang sudah 

disepakati dalam perjanjian. Namun, pelunasan lebih awal ini harus 

memperhatikan beberapa faktor yang akan membahas lebih lanjut pada analisis 

ini. 

Kepastian hukum dalam pelunasan kredit lebih awal dapat dijabarkan 

dalam dua aspek, yaitu prosedural dan substansial. Secara prosedural, kepastian 

hukum terkait pelunasan kredit lebih awal tercermin dalam ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian kredit. Nasabah yang ingin melakukan pelunasan lebih 

awal harus memperhatikan apakah dalam perjanjian kredit tersebut terdapat 

klausul yang mengatur tentang pelunasan lebih awal (prepayment clause) dan 

ketentuan mengenai biaya atau denda yang dikenakan. 

Secara substansial, pelunasan kredit lebih awal harus mencerminkan 

prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Bank berhak untuk menetapkan biaya 

atau bunga tambahan yang berlaku jika nasabah melunasi kredit lebih awal, 

sedangkan nasabah juga berhak untuk melunasi kredit lebih cepat guna 

mengurangi beban bunga atau kewajiban pembayaran yang ada. 
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Klausul yang mengatur pelunasan lebih awal dalam perjanjian kredit 

menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Pasal 8 ayat (1) 

UU Perbankan menegaskan bahwa hubungan perjanjian antara bank dan 

nasabah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kesepakatan yang adil. 

Oleh karena itu, bank harus menyusun ketentuan dalam perjanjian kredit yang 

transparan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah mengenai 

konsekuensi pelunasan lebih awal. 

Klausul ini juga harus menjelaskan dengan rinci mengenai penghitungan 

denda atau biaya tambahan yang mungkin timbul akibat pelunasan lebih awal. 

Di Indonesia, beberapa bank mencantumkan biaya atau bunga yang lebih tinggi 

jika nasabah melakukan pelunasan sebelum waktunya, yang bertujuan untuk 

menutupi potensi kerugian bank akibat lebih cepatnya pelunasan pokok 

pinjaman. 

Penting bagi bank untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka 

kepada nasabah mengenai konsekuensi pelunasan lebih awal. Informasi ini harus 

disampaikan dengan jelas pada saat penandatanganan perjanjian kredit, sehingga 

nasabah mengetahui hak dan kewajibannya secara menyeluruh. Dalam konteks 

ini, Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan juga memiliki peran penting 

dalam memastikan bahwa bank-bank di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip 

transparansi dan keterbukaan dalam pengaturan pelunasan kredit lebih awal. 

Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan dalam pelunasan kredit lebih 

awal adalah adanya denda atau biaya yang dikenakan oleh bank. Dalam hal ini, 

bank dapat mengenakan biaya yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 
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perjanjian kredit. Namun, perlu dicatat bahwa biaya atau denda ini haruslah 

wajar dan sesuai dengan prinsip keadilan yang tercantum dalam hukum 

perbankan Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa 

bank dapat mengenakan biaya atas pelunasan lebih awal, tetapi biaya tersebut 

harus dihitung berdasarkan besaran kerugian yang dialami oleh bank akibat 

nasabah yang melunasi kredit lebih awal. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-

hatian yang menjadi landasan utama dalam kegiatan perbankan di Indonesia.31 

Bagi nasabah, pelunasan kredit lebih awal memberikan manfaat berupa 

pengurangan beban bunga yang harus dibayar. Namun, nasabah harus 

memperhatikan apakah perjanjian kredit mereka mencantumkan ketentuan yang 

membatasi hak nasabah untuk melakukan pelunasan lebih awal, atau 

mengenakan biaya atau denda tertentu. Implikasi hukum bagi nasabah dalam hal 

ini adalah adanya kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam 

perjanjian kredit dan tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya ketentuan tersebut.32 

Namun, apabila bank mengenakan biaya atau denda yang tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum atau perjanjian yang telah disepakati, nasabah dapat 

menuntut pembatalan atau pengurangan biaya tersebut melalui jalur hukum. 

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa praktik-praktik perbankan, 

 
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian dan kebebasan 
berkontrak. 
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termasuk yang berkaitan dengan pelunasan kredit lebih awal, dilakukan dengan 

adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank 

Indonesia juga mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bank untuk menjaga 

prinsip kehati-hatian dalam penetapan biaya atau bunga yang dikenakan dalam 

perjanjian kredit, termasuk untuk pelunasan lebih awal. 

Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan tentang 

pelunasan kredit lebih awal tidak hanya diatur dalam perjanjian kredit, tetapi 

juga dalam bentuk kebijakan internal yang mendukung kepastian hukum bagi 

nasabah. Kebijakan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam 

UU Perbankan dan tidak boleh merugikan nasabah secara sepihak. 

Dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank terkait pelunasan kredit 

lebih awal, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, 

kepastian hukum akan bergantung pada apakah ketentuan dalam perjanjian 

kredit sesuai dengan ketentuan undang-undang dan apakah bank telah mengikuti 

prinsip keadilan. Pengadilan harus memberikan putusan yang adil dengan 

mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kepentingan kedua belah 

pihak. 

Selain melalui jalur peradilan, nasabah dan bank juga dapat menyelesaikan 

sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. 

Penyelesaian secara non-litigasi ini memberikan peluang bagi kedua belah pihak 

untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan efisien, dengan tetap 

memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. 
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Dalam implementasinya, pelunasan kredit lebih awal oleh nasabah harus 

dilihat dalam kerangka kepastian hukum yang tercermin dalam ketentuan yang 

berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. 

Undang-Undang Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.33 

Kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan pelunasan kredit lebih awal 

sangat bergantung pada kejelasan klausul dalam perjanjian kredit dan kewajiban 

bank untuk menginformasikan dengan transparan mengenai biaya dan 

konsekuensi dari pelunasan lebih awal tersebut. Oleh karena itu, baik nasabah 

maupun bank perlu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan 

itikad baik, guna mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi kedua belah 

pihak. 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelunasan kredit terlebih dahulu oleh nasabah seharusnya tidak merugikan 

nasabah secara hukum. Ketentuan mengenai pelunasan lebih awal harus diatur 

dengan jelas dan transparan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. 

Bank wajib menjaga prinsip kehati-hatian, serta memberikan informasi yang 

jelas mengenai biaya atau denda yang dikenakan atas pelunasan lebih awal. 

 
33 Undang-Undang Republik Indonesia Untuk Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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Dalam hal ini, peraturan yang ada sudah cukup memberikan perlindungan, 

namun masih ada tantangan dalam implementasinya di lapangan, yang seringkali 

tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. 

Secara keseluruhan, hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih cepat adalah bagian dari perlindungan hukum konsumen yang dijamin oleh 

hukum perbankan. Pihak bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan biaya yang terkait dengan pelunasan lebih cepat, serta memastikan 

bahwa tidak ada praktik yang merugikan konsumen. Di sisi lain, konsumen harus 

memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit serta proses yang 

perlu ditempuh untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat. 

Secara keseluruhan, hak konsumen untuk mengakhiri perjanjian kredit 

lebih cepat adalah bagian dari perlindungan hukum konsumen yang dijamin oleh 

hukum perbankan. Pihak bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan biaya yang terkait dengan pelunasan lebih cepat, serta memastikan 

bahwa tidak ada praktik yang merugikan konsumen. Di sisi lain, konsumen harus 

memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit serta proses yang 

perlu ditempuh untuk mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat. 

B. Saran  

Pemerintah, melalui otoritas yang berwenang seperti OJK dan Bank 

Indonesia, perlu memperketat pengawasan terhadap ketentuan pelunasan kredit 

lebih awal ini. Pemerintah juga dapat membuat regulasi yang lebih jelas 

mengenai batasan denda atau biaya penalti untuk pelunasan lebih awal, guna 

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah. 
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Aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menegakkan aturan-

aturan yang melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil oleh bank. Di sisi 

lain, masyarakat harus lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, 

termasuk dalam hal pelunasan kredit, dan tidak ragu untuk mengajukan keluhan 

atau tuntutan jika merasa dirugikan oleh ketentuan yang tidak adil. Pemerintah 

perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian 

kredit, terutama dalam hal transparansi informasi dan kewajiban bank untuk 

memberikan penjelasan yang jelas mengenai hak-hak konsumen. Pemerintah 

juga perlu mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap bank untuk 

memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian kredit tidak merugikan 

konsumen. Aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam mengawasi 

pelaksanaan peraturan mengenai hak konsumen kredit, terutama terkait dengan 

transparansi dan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang jelas 

kepada konsumen. Bagi masyarakat, disarankan untuk lebih memahami isi 

perjanjian kredit sebelum menandatanganinya dan tidak ragu untuk meminta 

penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk 

mengakhiri perjanjian kredit lebih cepat. 
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